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ABSTRACT

Communities are not interested in developing plantation forest for pulpwood due to low price of wood at farmer level.
The objective of the research was to know cost of production of pulpwood from private owned forests. This study was
conducted in Kuantan Singingi District, Riau Province at private plantation forest of Acacia mangium. The
production cost structure was analyzed by means of cost analysis method, while cost price of wood products was
analyzed by means of full costing method. The results showed that the production cost of smallholders' pulpwood was
Rp 26,835,845/ha at interest rate 10%. Production cost of pulpwood comprises harvesting cost (57.5 7%) and
planting cost (19. 66%,). The production cost of pulpwood for I m3 is Rp 196,139.15 - Rp 240,051.92 at interest rate
of 7.5-15%. The efforts to improve the price of smallholders' pulpwood from require efficiency, input of technology,
stimulation and intervention policies.

Keywords : Production cost, farm forest, pulpwood, , Acacia mangium

ABSTRAK

Hutan rakyat (HR) kayu pulp kurang diminati oleh masyarakat karena harga yang kayu di tingkat petani rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi HR kayu pulp. Penelitian dilakukan di Kabupaten
Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada HR Acacia mangium. Struktur biaya produksi dianalisis dengan metode
analisis biaya, dan harga pokok produksi dianalisis dengan metode fis// costing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
biaya produksi HR kayu pulp sebesar Rp 26.835.845,-/ha pada tingkat suku bunga 10%. Biaya produksi didominasi
oleh biaya pemanenan (57,57%) dan biaya penanaman (19,66%). Harga pokok produksi HR kayu pulp bervariasi
antara Rp 196.139,15/m’ — Rp. 240.051,92/m’ sesuai tingkat suku bunga (7,5-15%). Upaya untuk memperbaiki
harga kayu pulp hutan rakyat diperlukan efisiensi, input teknologi, kebijakan stimulasi dan intervensi.

Kata kunci : Harga pokok produksi, hutan rakyat, kayu pulp, Acacia mangium

I. PENDAHULUAN pasar pulp dan kertas dunia yang semakin besar

dari tahun ke tahun.

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri
pulp terus meningkat dan tidak dapat dipenuhi
dari sistem pasokan kayu HTI. Industri pulp/
kertas yang berada di Indonesia berjumlah 7 buah
dengan kapasitas produksi 8,3 juta ton pulp/
tahun memerlukan kayu sebanyak 25 juta m’/ha/
tahun, namun pasokan kayu dari HTI baru mam-
pu memenuhi 4 juta m*/ha/tahun (Hooijer et al.,
2006). Situasi ketimpangan kapasitas pasokan
permintaan ini berhubungan dengan permintaan

Guna memenuhi kapasitas produksi tersebut
diperlukan upaya untuk memanfaatkan dan meng-
efektifkan potensi sumber semaksimal mungkin
melalui ekstensifikasi hutan tanaman dalam ben-
tuk HTI, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
Kemasyarakatan, maupun Hutan Rakyat (HR).
Beberapa perusahaan HTI pulp telah meminta
perizinan baru untuk perluasan areal konsesi. Se-
lain itu, program-program penanaman kayu ba-
han baku pulp mulai mengarah ke areal lahan
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milik (hutan rakyat) dan dikelola bersama masya-
rakat sebagaimana yang dilakukan PT Riau An-
dalan Pulp and Paper (RAPP), PT Wira Karya
Sakti (WKS), PT Musi Hutan Persada (MHP)
maupun PT Finantara Intiga (Anonimus, 2008).
Dalam konteks ini, Hutan Rakyat (HR) yang
dimaksud adalah hutan yang tumbuh di atas tanah
yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan
luas minimal 0,25 ha serta penutupan tajuk tana-
man kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari
50% (Kepmenhut No.369/Kpts-V/2003).

Pengembangan HR untuk memasok bahan ba-
ku kayu pulp sangat terbuka terutama di Riau, ka-
rena lahan tak tergarap masih banyak tersedia dan
dekat dengan industri. Namun demikian, kendala
utama yang dijumpai adalah rendahnya harga ka-
yu pulp yang berasal dari HR, disamping ham-
batan lainnya seperti inefisiensi dan kesenjangan
informasi pasar (Hinrichs et al., 2008), serta ada-
nya komoditas kompetitor seperti sawit dan karet
(Herawati et al., 2010). Oleh karena itu, para pe-
tani dan pengambil kebijakan di daerah yang me-
ngurusi hutan rakyat perlu diberikan penguatan
penguasaan informasi harga pokok produksi hu-
tan rakyat yang akurat.

Informasi harga pokok produksi adalah salah
satu informasi penting bagi manajemen untuk
berbagai tujuan, antara lain penilaian biaya, pres-
tasi, penentuan harga jual, dan pengambilan ke-
putusan produksi. Untuk menentukan harga po-
kok produksi perlu memperhatikan hal-hal yang
mempengaruhinya, yaitu : proses produksi, ele-
men biaya produksi, cara perhitungan dan alo-
kasi.

Informasi tentang harga pokok produksi pada
hutan rakyat belum tersedia. Beberapa studi har-
ga pokok produksi mengambil fokus pada kayu
gergajian (Permata, 2008), kayu lapis (Akhyar,
2001) dan kayu olahan (moulding) (Jayanti, 2008).
Sementara di hutan rakyat lebih banyak meng-
ulas analisis finansial atau ekonomi (Kusumedi
& Jariyah, 2010; Hakim, 2010), kajian pasokan
dan permintaan kayu rakyat (Hakim dan
Prabowo, 2010) serta penatausahaan hasil hutan
rakyat (Syahadat dan Effendi, 2007).

Sampai saat ini harga pokok produksi hutan
rakyat kayu pulp belum diketahui secara pasti,
sehingga harga pasar dikendalikan oleh kelom-
pok industri pulp/kertas. Untuk mendukung pe-
mecahan masalah tersebut penting diketahui ba-
gaimana struktur biaya produksi yang memben-
tuk harga kayu pulp hutan rakyat serta berapa har-
ga pokok produksi hutan rakyat kayu pulp seba-
gai dasar pembentukan harga yang wajar dan da-
patbersaing dengan komoditi sektor lain.
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Oleh karena itu kajian penentuan harga pokok
produksi hutan rakyat kayu pulp ini menjadi
penting sebagai instrumen agar tidak terbentuk
pasar monopsoni yang mengancam keberlang-
sungan usaha hutan tanaman rakyat kayu pulp.
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui harga pokok produksi hutan rakyat
kayu pulp untuk mendukung pembentukan harga
yang wajar pada pasar kayu pulp.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Logas
Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Pro-
vinsi Riau. Waktu penelitian adalah tahun 2010
dengan waktu efektif bulan Maret sampai Okto-
ber2010.

B. Jenis Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini me-
liputi data primer dan sekunder. Data primer
terdiri atas data biaya produksi HR (persiapan
lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan)
termasuk biaya bahan, peralatan/perlengkapan,
tenaga kerja dan bunga berlaku. Sedangkan data
sekunder terdiri atas data biaya produksi dan
penerimaan HTI pulp yang digunakan sebagai
pembanding.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan
pada penelitian ini adalah metode penilaian cepat
dan wawancara. Penilaian cepat dilakukan untuk
menyeleksi calon lokasi penelitian, data sosial
ekonomi masyarakat di lokasi penelitian dan
identifikasi informan penelitian. Sedangkan wa-
wancara dilakukan untuk mengumpulkan data
aktivitas dan arus kas (biaya dan penerimaan)
hutan rakyat.

Wawancara dilakukan terhadap informan
kunci atau adalah ahli lokal (local expert) dalam
pengertian menurut Davis and Wagner (2003),
yaitu kelompok orang yang memiliki kualifikasi
berpengetahuan kuat dan pengalaman banyak
seputar topik penelitian. Ahli lokal diidentifikasi
melalui teknik snowball dan peer recomendation.
Wawancara dilakukan dengan metode face to face
interviewing. Ahlilokal dipilih dengan kriteria :

1. Ahli lokal merupakan pelaku aktivitas penge-
lolaan HR kayu pulp Acacia mangium.
2. Ahli lokal mengetahui langsung keseluruhan
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Gambar (Figure) 1. Peta lokasi penelitian (Map of reseach location)

atau sebagian proses dan informasi tahapan
pengelolaan HR kayu pulp (pembibitan sam-
pai pemanenan).

D. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan deng-
an prosedur sebagai berikut :

1. Analisis biaya produksi Hutan Rakyat kayu
pulp dengan metode analisis biaya. Total bia-
ya dibatasi pada biaya tansformasi (yaitu bi-
aya input lahan, tenaga kerja, dan kapital yang
menyangkut transformasi atribut-atribut fisik
hutan rakyat), tidak termasuk biaya transaksi
(yaitu biaya perlindungan dan penegakan hak
kepemilikan hutan rakyat) (Zhang, 2001).

2. Penentuan harga pokok produksi kayu pulp
dihitung dengan metode full costing meng-
gunakan formula sebagai berikut :

BB + BTKL + BOT + BOV

HpP= 00O @O ... 1
5 (1)

Dimana:

HPP = Harga pokok produksi (Rp/m’)

BB = Biayabahan baku (Rp)

BTKL = Biayatenaga kerja langsung (Rp)

BOT = Biayaoverhead tetap (Rp)
BOV = Biayaoverhead variable (Rp)
Q = Jumlah produksi (m®)

3. Melakukan pengujian harga pokok produksi
pada tingkat suku bunga 7,5%, 10%, 12,5%
dan 15%.

4. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpang-
an harga jual kayu pulp dilakukan analisis
komparatif (Bungin, 2003) terhadap :

a. hargayang berlaku di pasar saat ini, dan
b. harga dasar kayu pulp teoritis.

5. Harga dasar kayu pulp teoritis dihitung me-
lalui pendekatan on cost pricing method yang
menggunakan metode mark up pricing
method (Asri, 1991). Secara matematis harga
dasar dirumuskan dengan formula sebagai

berikut :
Harga dasar (Rp/m”) _ 'I(‘)_C + E—C Xp%nl..(2)
Dimana:

TC : Total cost(Rp)
Q : Jumlah produksi dalam setahun (m)
p% : persen profit tertentu yang dikehendaki

(Rp)
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Persen profit (p%) ditentukan berdasarkan
tingkat suku bunga tahunan selama 5 tahun
ditambah dengan profit 30%/m’/tahun.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Biaya Produksi Hutan Rakyat
Kayu Pulp

Struktur biaya produksi HR kayu pulp terdiri
atas biaya setiap tahapan kegiatannya. Proporsi
biaya produksi terbesar adalah biaya pemanenan
(57,57%), kemudian disusul oleh biaya penana-
man (19,66%) dan biaya pemeliharaan (18,98%).
Sejalan dengan itu, distribusi biaya menurut tahun
pengelolaan juga menggambarkan konsentrasi
biaya pada awal periode dan akhir periode penge-
lolaan. Total biaya produksi Hutan Rakyat kayu
pulp Acacia mangium adalah Rp 72.959.160,00
untuk kapasitas 2 ha atau Rp 36.479.580,00/ha
(nilai sebelum diskonto).

Biaya produksi sebagaimana tertera pada
Tabel 1 adalah untuk kapasitas lahan 2 ha dan
nilai sebelum diskonto, sehingga suku bunga
akan mempengaruhi nilai kininya. Pada tingkat
suku bunga 7,5% total biaya pengusahaan HR
selama 5 tahun adalah Rp 57.612.460,00 dan akan
menurun seiring meningkatnya suku bunga. Total
biaya terdiskonto pada tingkat suku bunga 10%,
12,5% dan 15% masing-masing adalah Rp
53.671.689,00, Rp 50.179.642,00 dan Rp
47.073.397,00 (atau Rp 240.051,92/m’ untuk ting-
kat suku bunga 7,5%, Rp 223.632,04/m’ untuk
suku bunga 10%, Rp209.081,84/m’ untuk tingkat
suku bunga 12,5%, dan Rp 196.139,15/m’ untuk
tingkat suku bunga 15%).

Biaya pemanenan menduduki proporsi ter-
tinggi dari seluruh proses pengelolaan hutan rak-
yat. Pemilik lahan menggunakan teknik borong-

an dengan gergaji mesin untuk pemanenan kayu,
dengan upah tebang Rp 150.000,00/m’. Harga
borongan tersebut lebih tinggi dari biaya pene-
bangan menurut PT RAPP (2009), yaitu Rp
120.000,00/m’. Biaya pemanenan ini harus di-
tambah lagi dengan biaya transaksi pengurusan
SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu ke
Kepala Desa atau Petugas Dinas Kehutanan yang
ditunjuk sebesar Rp. 25.000,00/m’. Dengan de-
mikian total biaya pemanenan kayu rakyat men-
capai Rp 175.000,00/m’, sehingga jika potensi
kayu per ha sebesar 120 m’ diperlukan alokasi
biaya sebesar Rp 21 juta/ha. Karena tingginya
biaya tebang tersebut, pada umumnya pemilik
hutan rakyat akan melakukan penjualan kayu
berdiri (standing stock) dan biaya tebang menjadi
beban pembeli kayu.

Proporsi biaya tertinggi kedua adalah biaya
penanaman. Semakin rapat jarak tanam akan me-
nyebabkan semakin tinggi biaya penanaman.
Pada penelitian ini, jarak tanam yang digunakan
adalah 3 x 2,5 m sehingga total bibit yang harus
ditanam adalah 1.333 batang/ha ditambah bibit
untuk persediaan penyulaman sebanyak 10%
atau 133 batang. Apabila harga bibit akasia Rp
2.000,00/btg maka total kebutuhan biaya bibit
akan mencapai Rp 2.932.000,00/ha. Komponen
pembentuk biaya penanaman berikutnya adalah
biaya pupuk dasar (Rp 250 gr/btg dan TSP 50
gr/btg) yang akan membutuhkan biaya sebesar
Rp 3.065.900,00/ha. Kedua komponen biaya ini
merupakan komponen pokok dalam penanaman,
sebab komponen lainnya memiliki proporsi yang
lebih rendah, yaitu biaya upah dan biaya per-
alatan. Biaya upah penanaman hanya diperlukan
8 HOK/ha (Rp 65.000,00/HOK) yang secara riil
bisa menggunakan tenaga kerja keluarga sehing-
ga yang terjadi adalah transfer payment dari pe-
milik lahan ke keluarganya sendiri. Adapun biaya

Tabel (Table) 1. Biaya produksi HR kayu pulp (Production cost of smallholders’ pulpwood)

No. Tahapan pengelolaan HR kayu pulp Jumlah (Rp) Proporsi (%)
(Steps of pulpwood smallholders management) (Total (Rp)) (Proportion (%))

1. Land clearing 2.720.000 3,73
2. Penanaman 14.343.000 19,66
3. Pemeliharaan 13.846.160 18,98
4. Pemanenan 42.000.000 57,57
5. Lain-lain (PBB) 50.000 0,07

Jumlah 72.959.160 100,00

Keterangan (Remarks) : Nilai sebelum diskonto, selama 5 tahun, luas 2 ha (Values are without discounted factors, 5 years time

analysis and area 2 ha)
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Gambar (Figure) 2. Distribusi biaya HR kayu pulp menurut waktu pengelolaan (Cost distribution of

smallholders ’pulpwood based on time of management)

peralatan meliputi pembelian cangkul, tembilang
dan tambang plastik/nilon 100 m untuk penentu-
an titik tanam. Peralatan tersebut memiliki umur
pakai 2 - 5 tahun dan multi fungsi untuk aktivitas
pertanian dan perkebunan lainnya.

Aktivitas pemeliharaan hanya membutuhkan
biaya dengan proporsi 10,26% dari total biaya
pengusahaan HR kayu pulp. Pemeliharaan ini
terdiri atas pemupukan, penyulaman, penyiangan
(weeding) dan singling/prunning. Sebagian besar
aktivitas pemeliharaan dilakukan pada tahun
pertama setelah penanaman, kecuali weeding ke-
5 dan ke-6 dilakukan pada tahun kedua serta
weeding pre harvesting yang dilakukan sebelum
penebangan (pada tahun ke-5). Total biaya peme-
liharaan pada tahun 1 sebesar Rp 4.954.360,00/

ha, pada tahun ke-2 Rp 1.200.000,00/ha dan pada
tahun ke-5 Rp 600.000,00/ha. Pada tahun ke-3
dan ke-4 setelah tanam tidak diperlukan biaya
pemeliharaan, sebab tanaman sudah mengalami
retranslokasi unsur hara, relatif sudah resisten
terhadap serangan hama/penyakit dan pertumbu-
hannya relatif tidak terpengaruh oleh gulma.
Oleh karena itu, pada operasional pemeliharaan
tanaman kehutanan (HTI maupun HR) lazimnya
tidak diperlukan upaya pemeliharaan intensif.
Adapun proporsi terkecil dari keseluruhan
aktivitas pengelolaan HR kayu pulp adalah
pembersihan lahan (land clearing). Pada tahap
ini, komponen imas tumbang hanya membutuh-
kan biaya sebesar Rp 1.360.000,00/ha yang ter-
diri atas biaya bahan (herbisida), biaya peralatan

Tabel (7able) 2. Biaya produksi HTI pulp (Production cost of pulpwood industrial forest plantation)

Tahapan pengelolaan HTI Pulp

. . Jumlah (R Proporsi (%
No- - (Stps of pulpwood indsial forest (tal (k) Proporiion ()

L. Perencanaan 197.420.394.500,00 4,02
2. Infrastruktur 123.332.520.953,60 2,51
3. Adm umum dan personil 211.722.622.888,89 432
4. Pemeliharaan infrastruktur 125.104.622.258,86 2,55
5. Penanaman 727.253.000.000,00 14,83
6. Pemeliharaan 285.256.282.700,00 5,82
7. Perlindungan 199.738.500.000,00 4,07
8. Pemanenan 3.035.533.536.000,00 61,88

Jumlah 4.905.361.479.301,35 100,00

Jumlah per ha 95.779.780,91

Nilai diskonto pada i=10%

35.624.242,51

Keterangan (Remarks): Nilai sebelum diskonto, selama 20 tahun, luas 51.215 ha (Values are without discounted factors, for 20

years time analysis and area 51,215 ha).

Sumber (Source) : PT. RAPP (2008), diolah (processed from PT RAPP, 2008).
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Gambar (Figure) 3. Distribusi biaya HTI pulp menurut waktu pengelolaan (Cost distribution of pulpwood
industrial forest plantation based on time of management)

(sprayer dan tembilang) dan biaya upah (untuk upah
penebasan, penumbangan dan pembakaran).

Sebagai pembanding, berikut ini disajikan
juga hasil analisis biaya HTI pulp. Berdasarkan
komparasi tersebut diketahui bahwa biaya pro-
duksi HR kayu pulp lebih rendah dibandingkan
HTI pulp, namun memiliki pola distribusi biaya
yang serupa. Biaya pengelolaan HTI pulp dengan
proporsi terbesar adalah biaya pemanenan se-
besar 61,88%, kemudian disusul oleh biaya pena-
naman sebesar 14,83%. Biaya lainnya berada di
bawah 10% termasuk biaya infrastruktur, yang
pada tahun pertama pembangunan HTI tercatat
sangat tinggi (Tabel 2).

Distribusi biaya produksi HTI pulp menurut
waktu juga terkonsentrasi pada tahun pertama
dan tahun terakhir. Alokasi biaya tinggi pada tahun
pertama terjadi karena aktivitas pembangunan
infrastruktur dan penanaman, sementara pada
tahun ke-5 teralokasi untuk pemanenan. Secara
kumulatif, mulai tahun ke-5 dan seterusnya tidak
terjadi fluktuasi yang signifikan karena telah
terjadi keseimbangan antara luasan penanaman
dengan luas panen (terbentuk hutan normal)
(Gambar 3).

B. Harga Pokok Produksi Kayu Pulp

Produksi kayu pulp pada HTI dan HR menun-
jukkan harga pokok produksi (HPP) kayu yang
berbeda. Manajemen produksi dengan skala be-
sar (HTI dengan mekanisasi) mampu menjadikan
HPP Iebih rendah 30 - 45% dari pada manajemen
hutan rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa
praktek mekanisasi dan skala industri mengha-
silkan sistem investasi yang lebih efisien. Hutan
rakyat dengan manajemen konvensional meng-
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hasilkan biaya produksi hampir 2 kali lipat HTI
pulp (Tabel 4).

HPP kayu pulp pada HTI yang rendah menye-
babkan perusahaan mampu memasang harga beli
kayu pulp di pintu pabrik sebesar Rp 250.000,00
/m’. Harga tersebut bagi industri pulp sudah me-
nunjukkan adanya margin keuntungan yang cukup
bagi produsen kayu sebesar 57%. Namun demi-
kian, ternyata bagi masyarakat atau petani hutan
rakyat harga kayu tersebut belum memberikan
pendapatan yang layak. Sebab harga yang dite-
tapkan perusahaan lebih rendah dari HPP hutan
rakyat kayu pulp.

Oleh karena itu, harga pasar kayu pulp saat ini
terjadi kegagalan pembentukan harga di tingkat
petani. HPP hutan rakyat kayu pulp memiliki
selisih yang kecil dibandingkan dengan nilai kini
(present value) kayu rakyat non akasia. Adapun
jika komparasi dilakukan dengan nilai kini harga
kayu jabon, maka HPP hutan rakyat kayu pulp
memilikinilai yang lebih kecil.

Harga kayu pulp yang wajar dari hutan rakyat
dapat didekati melalui harga dasar teoritis di atas.
Pada harga dasar tersebut sudah mengakomodir
tingkat suku bunga selama masa pengusahaan
serta tingkat keuntungan selama masa pengusa-
haan, yaitu 30%/m’/tahun (mark up pricing method).
Dengan demikian, harga kayu yang wajar dari
hutan rakyat berkisar antara Rp 441.300,00/m3
hingga Rp 450.100,00/m3 sesuai dengan tingkat
suku bunga (Tabel 5).

Berdasarkan pendekatan harga dasar teoritis
sebagai harga yang wajar, maka teridentifikasi
terjadinya distorsi harga. Penyebab distorsi harga
ini sangat berhubungan dengan struktur pasar
monopsonistik dibanding struktur pasar industri
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Tabel (Table)4. Harga pokok produksi kayu pulp pada HTI dan HR (Production cost of pulpwood on
industrial forest plantation and people forest)

Perbandingan dengan harga pasar kayu pulp

3
HPP. (Rp/m ?/ dan nilai kini harga pasar
Cost of production . .
(Rp/m’) (Comparing to pulpwood market price
Tingkat Bunga P and its present value)
(Interest rate) HTI
(Industrial HR
forest (People forest) Rp 250.000 Rp 325.000 Rp 440.000

plantation)
Bunga 7,5% 107.175,59 240.051.92 174.139,66 226.381,56 306.485,80
Bunga 10% 86.740,30 223.632,04 155.230,33 201.799,43 273.205,38
Bunga 12,5% 71.514,38 209.081,84 138.732,24 180.351,91 244.168,74
Bunga 15% 59.962,73 196.139,15 124.294,18 161.582,44 218.757,76

Tabel (Table) 5. Distorsi harga pasar kayu pulp (Distortion of pulpwood market price)

Distorsi harga kayu pulp

Nilai pembentuk harga Harga pasar kayu rakyat 3
Suku dasar (%)/ Harga dasar (Rp/m°)/ (Rp/m®) h}ltan r.akyat (Rp/m’)/
. . 3 . Distortion of pulpwood
bunga Mark up value forming Base price (Rp/m’) Market price of wood rice from forest
(%) base price (%) from privat land (Rp/m°) p '(R )
- (Interest Tl 2
rate) i=5th  Profit . HR Acacia . Acacia .
%) (=5 (Profit) Jumlah  (Industrial (Farm forest)  mangium Lainnya mangium Lainnya
) - (Total) forest ’ (Mangium) (Other) (Mangium) (Other)
years, plantation) angium, angium
7,5 37,5 150 187,5 200.954,23  450.097,34 250.000 325.000  200.097,34 125.097,34
10 50 150 200 173.480,61  447.264,08 250.000 325.000 197.264,08 122.264,08
12,5 62,5 150 212,5 151.968,06  444.298,91 250.000 325.000 194.298.91 119.298,91
15 75 150 225 134.916,13  441.313,10 250.000 325.000 191.313,10 116.313,10

kayu lainnya (p/ywood). Situasi distorsi dan dis-
paritas harga kayu pulp ini memperparah pasar
kayu pulp domestik.

Penilaian distorsi yang dilakukan adalah me-
lalui mekanisme komparatif antara harga dasar
(yang dibentuk dari harga pokok produksi) ter-
hadap harga pasar yang berlaku pada kayu Acacia
mangium dan jenis kayu rakyat lainnya. Tabel 5
menunjukkan bahwa harga pasar kayu mangium
mengalami distorsi 76—80%, dan distorsi harga
terhadap harga pasar kayu rakyat lain (non
mangium) terjadi lebih kecil, yaitu 35-39%.
Distorsi harga kayu rakyat Acacia mangium di
Riau juga dilaporkan oleh Irawanti et al. (2008)
dengan nilai tunggak (stumpage value) Rp 106.
218,76 - 118.580,91/ton dan harga pasar Rp 132.
000,00/ton, sedangkan harga sosialnya sebesar
Rp 150.500,00/m’.

Marjin keuntungan bagi petani pada harga
kayu rakyat non akasia diduga lebih tinggi. Situ-
asi tersebut terjadi sebab pada jenis non akasia

mangium (nangka, sungkai, jengkol, dan lain-
lain) pada umumnya tidak dilakukan aktivitas
pengusahaan intensif. Penanaman dilakukan dari
bibit cabutan alam bersamaan dengan aktivitas
penanaman kebun karet, ditanam di sela-sela
tanaman pokok atau sebagai batas lahan, serta
relatif tidak dilakukan pemeliharaan secara khu-
sus. Dengan demikian dinilai wajar jika harga Rp
325.000,00 sudah memberikan penerimaan yang
lebih tinggi.

Pabrik pulp menetapkan harga beli bahan baku
kayunya sebesar Rp 250.000,00/m’. Harga ter-
sebut adalah harga rasional bagi industri, sebab
pembangunan HTT pulp dengan mekanisasi mam-
pu menekan harga pokok dan harga dasar di ba-
wah harga yang ditawarkan. Namun demikian,
harga yang ditawarkan tersebut tidak rasional dan
tidak adil bagi petani. Sebab di tingkat petani har-
ga pasar kayu rakyat lainnya sebagai kompetitor
(non Akasia mangium) adalah Rp 325.000,- dan
Rp 440.000,00/m3, sehingga terjadi situasi disin-
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sentif yang memicu penurunan minat investasi
masyarakat pada komoditi kayu pulp. Pada harga
industri tersebut teridentifikasi adanya distorsi
harga cukup tinggi sebagaimana Tabel 5.

C. Strategi Penyehatan Harga

Dalam upaya mencapai penerimaan sebesar-
besarnya untuk petani hutan rakyat kayu pulp,
yang perlu dilakukan antara lain adalah : (1)
bagaimana agar dengan harga yang berlaku saat
ini petani dapat melakukan efisiensi biaya penge-
lolaan, dan/atau (2) bagaimana agar dengan ting-
kat efisiensi petani hutan rakyat saat ini mampu
mengejar keuntungan tertentu. Cara pertama da-
pat ditempuh melalui strategi efisiensi, sedang-
kan cara kedua dapat ditempuh melalui startegi
stimulasi dan intervensi.

1. Efisiensi

Masalah inefisiensi merupakan masalah umum
pada praktek hutan rakyat dan skala kecil (Zhang,
Zhang and Schelhas, 2005). Strategi efisiensi da-
pat dilakukan sendiri oleh petani melalui aktivi-
tas yang secara manajerial mampu dilakukan
dengan teknologi sederhana. Berdasarkan hasil
identifikasi pada semua tahapan pengelolaan
hutan rakyat kayu pulp, efisiensi dapat dilakukan
antara lain pada pengadaan bibit dan pemanenan.

Pengadaan bibit yang biasanya dilakukan oleh
petani hutan rakyat melalui pembelian dapat di-
lakukan dengan pembibitan mandiri. Dalam be-
berapa jenis bibit menurut analisis Rochmayanto
(2008), perubahan keputusan pembelian bibit men-
jadi pembibitan mandiri dengan sistem Koffco
dapat menurunkan biaya pembibitan sebesar 16-
47%. Efisiensi akan makin bertambah apabila
pengadaan bibit menggunakan teknik konven-
sional namun dengan tetap memperhatikan benih
unggul.

Aktivitas lain yang dapat dilakukan efisiensi
adalah pada tahap pemanenan dari mekanisme
kontrak (pihak ketiga) menjadi swakelola. Pilih-
an ini bisa jadi merupakan pilihan yang sulit
sebab tidak semua petani memiliki keterampilan
operasional penebangan, dan secara khusus kete-
rampilan mengoperasikan gergaji mesin (chain
saw). Namun langkah ini dapat dilakukan dengan
bantuan pemerintah atau swasta (perusahaan HTI
mitra) melalui trainning penebangan. Pengua-
saan keterampilan operasi gergaji mesin oleh
petani akan membantu meningkatkan efisiensi
biaya borongan penebangan, upah tebang akan
kembali ke petani atau keluarganya. Selain itu,
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input teknologi sebagaimana yang dilakukan o-
leh perusahaan HTT dapat meningkatkan produk-
tivitas sehingga menurunkan biaya produksi.

2. Stimulasi
Strategi stimulasi merupakan strategi yang

dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang
berakibat pada sistem pasar secara tidak lang-
sung. Akibat yang diinginkan dari regulasi ter-
sebut adalah terjadinya peningkatan harga beli
kayu pulp oleh industri. Beberapa stimulasi yang
dapat dilakukan antara lain :

a. Kebijakan ekspor log kayu pulp. Kebijakan
ini akan mendorong bangkitnya harga kayu
pulp domestik, sebab jika kayu log boleh di-
ekspor, maka supplier kayu pulp akan me-
milih mengekspor kayunya karena harga eks-
por lebih tinggi daripada harga domestik.
Akibatnya industri pulp domestik akan ke-
kurangan bahan baku dan dia harus membeli
kayu pulp kepada HTI atau HR dengan harga
yang kompetitif dengan harga internasional.
Namun demikian, terdapat konsekuensi yang
perlu ditingkatkan kapasitasnya antara lain
peningkatan kapasitas petani dan kelembaga-
an ekonomi hutan rakyat.

b. Insentif pembangunan HR kayu pulp. Insentif
ini diberikan kepada petani yang menanam
kayu pulp yang dapat diletakkan pada harga
input dan/atau pada harga output (harga jual
kayu) sehingga terjadi penyesuaian dengan
besaran harga kayu industri lainnya. Insentif
ini dapat direalisasikan sebagai subsidi yang
secara konkret disalurkan pada bibit, pupuk,
biaya panen atau melalui industri pembeli kayu
untuk mensubsidi harga beli kayu rakyat.

3. Intervensi

Intervensi merupakan strategi yang dilakukan
oleh pemerintah melalui regulasi yang berakibat
langsung pada harga. Strategi ini dapat dipilih
dengan mendasarkan pada konsep ekonomi
merchantilisme, yaitu pemerintah melakukan
intervensi sebesar-besarnya pada sistem pasar
(Apridar, 2009), yang dalam hal ini adalah pasar
kayu pulp agar distribusi profit bisa lebih adil
kepada semua pihak. Justifikasi kebijakan inter-
vensi oleh pemerintah adalah untuk mencegah
kegagalan pasar, mencegah kelangkaan kayu,
mengantisipasi dampak kurangnya informasi pa-
sar, redistribusi pendapatan ke pemilik lahan,
mendorong peningkatan produksi kayu, serta
mendorong benefit sosial dari penanaman kayu
(Goodwin, 2001).



Intervensi pemerintah dapat dilakukan me-
lalui regulasi penetapan harga dasar kayu pulp di
tingkat petani atau di tingkat industri. Harga dasar
kayu pulp di tingkat petani dapat mengacu pada
hasil perhitungan harga dasar penelitian ini, yaitu
Rp 441.300,00/m3 hingga Rp 450.100,00/m3
sesuai dengan tingkat suku bunga. Apabila suku
bunga berlaku adalah 10% maka harga dasar
pembelian kayu pulp dapat ditetapkan sebesar
Rp 447.300,00/m3, dan apabila suku bunga
berlaku 12.5% maka harga dasar pembelian kayu
pulp ditetapkan sebesar Rp 444.300,00/m3.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Biaya produksi HR kayu pulp sebelum
diskonto adalah Rp 36.479.580,00/ha atau Rp
303.997,-/m’. Proporsi terbesar biaya produksi
hutan rakyat adalah biaya pemanenan (57,57%)
dan biaya penanaman (19,66%). Berdasarkan
hasil analisis biaya produksi tersebut, diketahui
harga pokok produksi HR kayu pulp bervariasi
antara Rp 196.139,00/m’, Rp 209.082,00/m’,
Rp 223.632,00/m’ dan Rp 240.052,00/m’ sesuai
tingkat bunga masing-masing 7,5%, 10%, 12,5%
dan 15%. Harga pokok produksi kayu pulp skala
perusahaan 30 — 45% lebih rendah dibandingkan
dengan harga pokok produksi HR kayu pulp.

B. Saran
Untuk memperbaiki harga kayu diperlukan

beberapa pendekatan, antara lain :

1. Efisiensi pada aktivitas pengadaan bibit dan
pemanenan, serta input teknologi untuk me-
ningkatkan produktivitas

2. Stimulasi oleh pemerintah melalui kebijakan
ekspor log dan subsidi (pada bibit, pupuk,
biaya panen dan harga kayu).

3. Intervensi pemerintah melalui kebijakan pe-
nentuan harga dasar kayu yang berkisar antara
Rp441.300,00/m’ hingga Rp 450.100,00/m’.
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Asumsi parameter teknis hutan rakyat (Assumption of technical parameter on people forest)

No. Aktivitas
(No.) (Activity)

Prosedur dan spesifikasi
(Procedure and specification)

1 Pembibitan

Bibit membeli dari penangkar

2 Penyiapan

Dilakukan dengan imas-tumbang-bakar, yaitu :

lahan a. Imas adalah penebasan vegetasi kecil dan tumbuhan bawah menggunakan
parang.
b. Tumbang adalah penebangan vegetasi besar menggunakan chain saw atau
kapak.
c. Bakar adalah pembakaran bagian-bagian vegetasi hasil proses imas dan
tumbang.
d. Penyemprotan gulma menggunakan herbisida setelah masa bera paska
pembakaran.
3 Penanaman Jarak tanam 3 x 2.5 m (1.333 batang/ha)
Pupuk dasar : RP (250 gr/btg) dan TSP (50 gr/btg)
4 Pemeliharaan Pemupukan : urea (40 gr/btg), TSP (100 gr/btg)
Penyulaman
Penyiangan :
- Tahun1l 4 x (tiap 3 bulan)
- Tahun2 2 x (tiap 6 bulan)
- Sebelum penebangan (chemical weeding)
5 Pemanenan Gergaji mesin, kapasitas produksi 120 m°/ha
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